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ABSTRACT 

 

Collaborative Model for Sustainable Area Development Policy  

in Pisangan Baru Urban Village DKI Jakarta Province 

 
Rachmat Amin, Ridwan Rajab 

biroarchitectserua@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

This study aims to examine the dynamics of inter-actor collaboration in 

sustainable area management policy at Pisangan Baru Village, East Jakarta. A 

qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected 

through in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. The 

findings reveal that the effectiveness of area management is significantly influenced 

by the presence of facilitative leadership capacity, inclusive institutional design, and 

collaborative processes that are responsive to community input. 

A key finding of this research is the development of an integrated collaborative 

model that synthesizes the principles of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 

2008), resource flexibility (Agranoff & McGuire, 2003), horizontal and vertical 

relationships and partnerships (Weber et al., 2005), as well as an impact-based 

monitoring and evaluation approach (Bryson et al., 2006). This model offers a novelty 

in the form of synchronization between planning, implementation, management, and 

evaluation processes, which were previously fragmented across sectors. Furthermore, 

the study proposes Standard Operating Procedures (SOPs) and technical guidelines to 

institutionalize participatory and sustainability-oriented approaches in neighborhood-

level area planning. 

Therefore, the results of this study not only provide a comprehensive map of 

actor collaboration but also offer strategic recommendations to strengthen 

collaborative governance and ensure long-term benefits in sustainable area 

development. 

 

Keywords: area development; collaboration; sustainability; public policy; 
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ABSTRAK 

 

Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan  

di Kelurahan Pisangan Baru Provinsi DKI Jakarta 

 

Rachmat Amin, Ridwan Rajab 

biroarchitectserua@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika kolaborasi antar-aktor 

dalam kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta 

Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 

telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penataan 

kawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan fasilitatif, desain 

kelembagaan yang inklusif, dan proses kolaboratif yang responsif terhadap masukan 

warga. 

Temuan penting dari penelitian ini adalah pengembangan model kolaboratif 

terintegrasi yang menyatukan prinsip Collaborative Governance (Ansell & Gash, 

2008), fleksibilitas sumber daya (Agranoff & McGuire, 2003), hubungan horizontal, 

vertikal dan kemitraan (Weber et al., 2005). serta pendekatan monitoring-evaluasi 

berbasis dampak (Bryson et al., 2006). Model ini menawarkan kebaruan (novelty) 

berupa sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi 

lintas sektor yang sebelumnya berjalan terfragmentasi. Selain itu, riset ini 

mengusulkan SOP (Standard Operating Procedures) dan pedoman teknis, agar 

pendekatan partisipatif dan keberlanjutan menjadi standar dalam penataan kawasan 

berbasis kelurahan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan peta kolaborasi 

aktor secara utuh, tetapi juga rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola 

kawasan berbasis kolaborasi dan kebermanfataan jangka panjang. 

 

Kata kunci: penataan kawasan; kolaborasi; keberlanjutan; kebijakan publik; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jakarta sedang memasuki fase transformasi struktural sebagai kota global 

menyusul diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, yang mengalihkan 

perannya dari ibu kota negara menjadi pusat perdagangan, jasa keuangan, dan bisnis 

internasional. Secara ekonomi, Jakarta menunjukkan performa yang kuat dengan 

kontribusi sebesar 17% terhadap PDB nasional, pengelolaan sekitar 70% arus ekspor-

impor Indonesia, serta ekosistem inovasi yang dinamis, didukung oleh lebih dari 400 

startup dan pertumbuhan sektor fintech sebesar 83%. Jakarta juga menjadi magnet 

utama bagi investasi dan aktivitas bisnis internasional, serta memiliki konektivitas 

infrastruktur yang relatif unggul dibanding kota-kota lain di Indonesia. Namun, upaya 

menuju status kota global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi semata. 

Tantangan non-ekonomi, terutama dalam hal kualitas lingkungan, kenyamanan 

tinggal, dan daya saing sosial-budaya, menjadi hambatan serius yang belum teratasi. 

Berdasarkan Global City Index (2023), Jakarta hanya berada di peringkat ke-74 dari 

156 kota dunia, jauh dari target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah 

Daerah) yang mengharapkan posisi ke-58 dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, 

dalam Livability Index, Jakarta menempati peringkat ke-139 dari 173 kota dunia, 

menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kenyamanan tinggal belum memadai untuk 

mendukung citra dan fungsi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif. 

Tabel 1. 1 Global Cities Indeks 

 
Sumber: Kompasiana, 2023 
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Salah satu tantangan utama dalam menciptakan kota layak huni di Jakarta adalah 

minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 

5,2% dari total luas wilayah kota, jauh di bawah standar minimal kota global sebesar 

30% serta ketentuan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (SK Gubernur No. 171, 2007; Jakarta Satu, 2021). 

Ketimpangan ini semakin nyata bila dibandingkan dengan Singapura yang berhasil 

meningkatkan proporsi RTH dari 36% pada tahun 1985 menjadi 47% sepanjang 

periode 2015–2020 melalui strategi inovatif seperti integrasi taman atap dan taman 

vertikal (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Sebaliknya, Jakarta justru mengalami 

penurunan signifikan, dari angka RTH sebesar 25,85% pada tahun 1985 menjadi 

11,97% di tahun 2015, lalu stagnan di 9,98% hingga tahun 2020 (Jakarta Satu, 2021). 

Kondisi ini berdampak luas terhadap lingkungan dan kualitas hidup warga, termasuk 

menurunnya kualitas udara, terbatasnya ruang interaksi sosial, meningkatnya suhu 

permukaan kota, serta turunnya daya saing Jakarta dalam menarik talenta global 

(Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024; IQAir, 2023; Economist Intelligence Unit, 

2023). Berdasarkan laporan IQAir tahun 2023, Jakarta menempati peringkat pertama 

sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, dengan konsentrasi 

polutan PM2.5 yang secara konsisten melampaui ambang batas aman menurut standar 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Annur, 2023). Selain itu, indeks livability dari 

Economist Intelligence Unit (EIU) dan Mercer Quality of Living Index menunjukkan 

bahwa tingkat keterhunian Jakarta masih relatif rendah dibandingkan kota-kota besar 

lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur dan Bangkok, khususnya dalam 

aspek lingkungan, infrastruktur, dan kesehatan (Economist Intelligence Unit, 2023; 

Mercer Quality of Living Index, 2023). Di tengah keterbatasan lahan, fasilitas umum 

(fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang saat ini belum dikelola secara optimal dapat 

dijadikan peluang strategis dalam meningkatkan proporsi RTH melalui pendekatan 

pemanfaatan bersama yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis partisipasi 

masyarakat. 
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Grafik 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota 

 
Sumber: Jaringan Pemerhati Indonesia (2024) 

 

Dalam konteks daya saing global, Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya 

berfungsi sebagai infrastruktur ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan, 

tetapi juga berperan penting dalam merepresentasikan identitas budaya kota dan 

membentuk citra urban yang menarik (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). 

Pemulihan sektor pariwisata pascapandemi memperkuat urgensi ini, terlihat dari 

peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Jakarta yang mencapai 1,96 juta orang 

pada tahun 2023 (BPS DKI Jakarta, 2024). Tren ini menuntut peningkatan kualitas 

lingkungan kota yang tidak hanya bersih dan sehat, tetapi juga atraktif dan inklusif, 

salah satunya melalui pengembangan taman lingkungan yang fungsional, estetis, dan 

partisipatif. Taman lingkungan berpotensi menjadi ruang sosial, ruang ekspresi 

budaya, sekaligus destinasi wisata lokal yang memperkuat daya tarik Jakarta di tingkat 

global. 

Namun demikian, lemahnya tata kelola dan pemeliharaan taman menjadi 

persoalan krusial. Hal ini tercermin dalam stagnasi posisi Jakarta dalam Global Power 

City Index (GPCI) oleh Mori Memorial Foundation, di mana Jakarta tetap berada di 

peringkat ke-45 pada tahun 2024 (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Sub-indeks 

cultural interaction yang mencakup fasilitas seni, pariwisata, dan kehadiran acara 

internasional yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2017. Jakarta tertinggal 

dari Kuala Lumpur yang naik ke peringkat 25 dan hampir disusul oleh Mumbai, yang 

menunjukkan tren peningkatan kinerja secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir 

(Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Minimnya infrastruktur budaya di ruang 

terbuka, kurangnya fasilitasi terhadap aktivitas komunitas, serta ketimpangan 
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distribusi taman lingkungan di kawasan padat penduduk menjadi tantangan utama 

dalam memperkuat kapasitas kultural Jakarta sebagai kota global yang kompetitif. 

Berbagai persoalan perkotaan seperti parkir liar, keberadaan pedagang kaki lima 

(PKL), dan penumpukan sampah masih menjadi hambatan fisik maupun sosial dalam 

mewujudkan ruang kota yang bersih, tertib, dan nyaman di Jakarta. Masalah-masalah 

ini tidak hanya mengganggu fungsi ruang publik, tetapi juga menurunkan kualitas 

visual dan estetika kawasan, serta menciptakan kesan semrawut yang berdampak pada 

citra kota secara keseluruhan. Berdasarkan Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, aspek kebersihan dan keindahan kota tercatat 

sebagai salah satu dari sepuluh besar keluhan utama masyarakat, menandakan bahwa 

isu estetika dan sanitasi kota masih menjadi perhatian publik yang signifikan (Pemprov 

DKI Jakarta, 2019). 

Upaya inovatif seperti pemanfaatan tanaman produktif, sistem hidroponik, dan 

taman vertikal memang telah mulai diterapkan di beberapa titik penataan kawasan. 

Namun demikian, lemahnya sistem perawatan serta minimnya partisipasi aktif warga 

menyebabkan banyak ruang publik mengalami kerusakan dalam waktu singkat. 

Tanaman yang dibiarkan tidak terawat, fasilitas yang rusak akibat vandalisme, serta 

absennya mekanisme pemantauan dan evaluasi rutin menyebabkan ruang terbuka 

kehilangan fungsinya, baik sebagai ruang sosial maupun sebagai bagian dari 

infrastruktur ekologis kota (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). 

Dalam aspek keamanan lingkungan, Jakarta masih tertinggal dibandingkan kota-

kota besar di Asia seperti Kuala Lumpur dan Mumbai. Hal ini tercermin dalam Safe 

Cities Index 2019 yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, di mana Jakarta 

menempati peringkat ke-53 dari 60 kota, jauh di bawah Kuala Lumpur (peringkat ke-

35) dan Mumbai (peringkat ke-45) (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Rendahnya 

peringkat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pencahayaan di 

ruang publik, rendahnya intensitas aktivitas sosial di ruang terbuka, serta lemahnya 

penegakan peraturan terhadap pelanggaran di ruang publik. Kondisi tersebut 

menciptakan persepsi lingkungan yang kurang aman dan berdampak pada menurunnya 

kualitas hidup warga. 
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Situasi ini menegaskan bahwa upaya Jakarta untuk menjadi kota global tidak 

dapat semata-mata bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik dan pertumbuhan 

ekonomi. Diperlukan sistem pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang responsif 

terhadap konteks lokal, mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta 

memperkuat peran komunitas dalam pengawasan dan pengelolaan ruang publik. 

Dengan tata kelola yang partisipatif dan adaptif, RTH dapat menjadi instrumen 

strategis untuk meningkatkan rasa aman, memperkuat kohesi sosial, dan membangun 

daya saing kota secara berkelanjutan (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Penataan Kawasan 

Berbasis Kelurahan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas lingkungan dan 

kenyamanan permukiman hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT), intervensi yang 

dilakukan bersifat kecil namun strategis, sekaligus mendukung transformasi Jakarta 

menuju Global City melalui tagline: “Sukses Jakarta untuk Indonesia.” Program ini 

dijalankan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lintas sektor, termasuk 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat wilayah, masyarakat, dan sektor 

swasta. Penataan difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas berdasarkan isu strategis 

seperti keberadaan sampah liar, kawasan kumuh, dan minimnya pencahayaan, dengan 

dukungan operasional dari dinas teknis sesuai kewenangannya, antara lain Dinas 

Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 

Pertanian (DKPKP), serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sari, 2023). 

Dalam struktur pelaksanaannya, Lurah berperan sebagai penghubung koordinasi 

antara aktor masyarakat dan swasta, sedangkan Camat bertanggung jawab dalam 

mengoordinasikan dinas teknis melalui forum tingkat kecamatan. Berdasarkan 

Kepgub DKI No. 292 Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur DKI No. 1278 Tahun 

2021, program ini mengatur pembagian kewenangan antara kecamatan dan kelurahan, 

serta mengintegrasikan peran RT/RW, LMK, Karang Taruna, dan komunitas warga 

sebagai bagian dari penguatan partisipasi masyarakat. Hasil penataan kawasan 

dievaluasi melalui indikator “Bersih”, “Hijau”, dan “Tertib,” dengan dukungan sistem 

monitoring berbasis digital seperti aplikasi JAKI dan e-TPP, serta pemantauan 

langsung ke lokasi oleh tim lintas dinas (Sari, 2023). 
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Sebagai wujud implementasi dari kebijakan berbasis kewilayahan yang 

menekankan tata kelola kolaboratif dan partisipatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

telah melaksanakan program penataan kawasan sejak tahun 2023 dengan jumlah lokasi 

pelaksanaan penataan kawasan berbasis kelurahan telah mencapai sebanyak 2.937 

lokasi yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan jumlahnya ini akan 

bertambah terus tiap tahunnya dengan output yang bervariasi dapat berupa taman, 

trotoar hijau, gang hijau dan lain-lain yang menyesuai kebutuhan dan dinamika kota. 

Namun, pelaksanaan program ini belum menunjukkan keberlanjutan yang optimal. 

Banyak kawasan yang telah ditata mengalami kerusakan kembali dalam waktu singkat, 

terutama akibat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan lemahnya rasa 

kepemilikan terhadap ruang publik. Berdasarkan evaluasi BPKP (Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan) DKI Jakarta tahun 2023 menegaskan bahwa keberhasilan 

penataan kawasan sangat bergantung pada terpenuhinya aspek kebersihan, 

penghijauan, dan ketertiban secara konsisten. Meskipun Pergub DKI No. 4 Tahun 

2022 secara eksplisit menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, praktik di lapangan masih didominasi oleh 

petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) tanpa dukungan warga 

sebagai mitra pengelola. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen fundamental 

dalam menciptakan sistem pengelolaan kota yang inklusif dan berkelanjutan, 

sebagaimana ditegaskan oleh Umar (2012), yang menempatkan keterlibatan warga 

sebagai prasyarat utama keberhasilan program tata ruang di tingkat lokal. 

Tabel 1. 2 Monev Pemeliharaan Taman Penataan Kawasan Kelurahan di 

Jakarta Timur dengan PPSU Kurang dari 50 orang 

N

o 

Kelurahan Kondisi Kawasan Unggulan (Tahun.Triwulan) 

2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2024.1 2024.2 

1 Pisangan Baru R R B R B B 

2 kampung Melayu R R R R B B 

3 Utan Kayu Selatan R R B R B B 

4 Kayu Manis R R R R R B 

Ket: B: Baik Terawat, R: Rusak/ Tidak terawat  

Sumber: Laporan Walikota Jakarta Timur, 2023-2024 
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Jakarta Timur dipilih sebagai lokus representatif dalam menyoroti tantangan 

keberlanjutan penataan kawasan, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk 

terbesar di DKI Jakarta, yaitu mencapai 3.037.139 jiwa atau 27,83% dari total 

populasi, serta luas wilayah sebesar 185,54 km² atau 28,07% dari keseluruhan 

provinsi, menjadikannya kota administratif terluas di DKI Jakarta (Satu Data Jakarta, 

2024). Beban pengelolaan kawasan semakin kompleks pada kelurahan-kelurahan 

padat penduduk, seperti Pisangan Baru, Kampung Melayu, Utan Kayu Selatan, dan 

Kayu Manis, di mana jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 

(PPSU) masih di bawah 50 orang per kelurahan. Berdasarkan observasi lapangan pada 

Triwulan II tahun 2024 terhadap 26 lokasi penataan kawasan di keempat kelurahan 

tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 77% lokasi berada dalam kondisi kurang terawat. 

Hanya 33% lokasi yang masih terpelihara dengan baik, yang terdiri dari enam lokasi 

yang dikelola oleh PPSU dan dua lokasi oleh masyarakat, dan seluruhnya berada di 

Kelurahan Pisangan Baru. Berdasarkan kondisi tersebut, Kelurahan Pisangan Baru 

dipilih sebagai fokus utama penelitian ini karena merepresentasikan kompleksitas 

tantangan sekaligus potensi perbaikan menjadi penataan kawasan berkelanjutan di 

Jakarta Timur. 

Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara luas dan kompleksitas 

kawasan dengan kapasitas pemeliharaan yang tersedia. Berdasarkan Kepgub No. 2331 

Tahun 2016, jumlah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) per 

kelurahan ditetapkan antara 43 hingga 131 orang, sementara Kepgub No. 280 Tahun 

2023 menetapkan rasio kerja sebesar 2,4 km jalan per satu petugas PPSU. Namun, 

kedua kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan penambahan tanggung 

jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan taman lingkungan dan ruang terbuka hijau, 

yang terus berkembang seiring program penataan kawasan, sehingga menimbulkan 

beban kerja tambahan yang belum diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya 

(Pemkot Jakarta Timur, 2025). Proses penggantian petugas PPSU yang pensiun atau 

berhenti pun terkendala prosedur birokrasi karena harus melalui persetujuan Sekretaris 

Daerah, sehingga kelurahan kesulitan menjaga kecukupan tenaga kerja. Di sisi lain, 

kebutuhan pemeliharaan seharusnya disesuaikan dengan beban kerja riil di lapangan. 
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Mengacu pada SNI 03-1733-2004, sebuah taman seluas 250 m² saja membutuhkan 1–

3 pekerja per hari untuk pemeliharaan yang memadai (BSN, 2004). Dengan demikian, 

alokasi sumber daya manusia dalam program ini perlu mempertimbangkan dimensi 

spasial dan fungsional kawasan agar kualitas penataan kawasan dapat terjaga secara 

optimal dan berkelanjutan. 

Minimnya dukungan sarana prasarana dan kurangnya infrastruktur kota yang 

memadai menjadi kendala utama dalam pemeliharaan kawasan, khususnya untuk 

penyiraman tanaman (Pemkot Jakarta Timur, 2025). Proses penyiraman selama ini 

hanya mengandalkan mobil atau germor yang dilengkapi satu set peralatan dasar 

seperti pompa air, selang, dan toren. Namun, keterbatasan jumlah peralatan membuat 

satu set alat harus digunakan secara bergantian di seluruh titik penataan kelurahan. 

Kondisi ini memperumit operasional harian, terutama di lokasi yang jauh dari sumber 

air dan tidak memiliki sistem pengairan permanen, sehingga banyak tanaman menjadi 

tidak terawat, mengering, bahkan mati. Akibatnya, keberlanjutan estetika dan fungsi 

kawasan menjadi terancam. 

Permasalahan ini semakin kompleks karena terbatasnya anggaran (Yuanita, 

2014). Salah satu kendala utama yang dihadapi perangkat wilayah dalam pelaksanaan 

penataan kawasan adalah keterbatasan bahan material dan bantuan dari Dinas Teknis. 

Hal ini terjadi karena seluruh 267 kelurahan di Jakarta melaksanakan penataan 

kawasan secara serentak setiap triwulan (Sekda Prov DKI Jakarta, 2023). Selain itu, 

kebijakan anggaran yang berlaku lebih memfokuskan dana pada pengadaan material 

bangunan (Gubernur DKI Jakarta, 2017), sementara komponen penting seperti pupuk, 

pestisida, dan nutrisi tanaman tidak termasuk dalam perhitungan biaya. Kondisi ini 

terjadi akibat pendekatan perencanaan yang masih berbasis tugas dan fungsi formal 

kelurahan, bukan kebutuhan riil di lapangan. 

Proses penyusunan anggaran tahunan sebelum tahun pelakasanaan yang sering 

tidak mencantumkan lokasi penataan pada tahap pra-rencana juga menyebabkan 

ketidaksesuaian antara Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) dan kebutuhan aktual. 

Kurangnya fleksibilitas dalam sistem penganggaran ini akhirnya berdampak pada 

rendahnya responsivitas program terhadap dinamika kondisi fisik dan sosial kawasan.  
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Selain keterbatasan teknis dan anggaran, hambatan kelembagaan menjadi faktor 

signifikan yang melemahkan efektivitas program penataan kawasan di tingkat 

kelurahan. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) teknis yang rinci dan mengikat bagi pelaksana di lapangan. Pergub 

DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 hanya menetapkan peran Walikota atau Bupati sebagai 

koordinator tanpa memberikan panduan teknis operasional yang komprehensif bagi 

kelurahan, sehingga implementasi program berlangsung tanpa acuan baku. Akibatnya, 

kualitas, metode, dan hasil penataan kawasan menjadi tidak seragam antarwilayah. 

Keputusan Gubernur No. 302 Tahun 2023 memang mencantumkan indikator evaluasi 

dalam scorecard Camat dan Lurah, namun indikator yang digunakan masih bersifat 

kualitatif seperti "bersih", "hijau", dan "tertib", tanpa disertai parameter kuantitatif 

yang terukur dan standardisasi yang jelas. Ketiadaan indikator output dan outcome 

yang objektif menyulitkan proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, serta 

membuka ruang penilaian yang subjektif (Utami, 2025). 

Meskipun secara administratif DKI Jakarta telah mencatatkan capaian positif 

dalam uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dengan skor 72,03 

pada tahun 2023 dan masuk dalam kategori “baik” (Ananda, 2024), namun capaian 

tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas implementasi program di 

lapangan. Kelemahan koordinasi lintas sektor, ketidakterpaduan antarprogram SKPD, 

dan minimnya integrasi data dalam sistem seperti aplikasi Jakarta Smart City turut 

memperkuat fragmentasi pelaksanaan kebijakan (Utami, 2025). Kismartini dan 

Pujiyono (2020) menyoroti bahwa forum kolaborasi yang ada masih bersifat sektoral 

dan eksklusif, belum mengakomodasi partisipasi luas dari organisasi masyarakat sipil 

dan pelaku non-pemerintah. Hal ini diperkuat oleh temuan Huxham dan Hibbert 

(2008), yang menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga sering gagal karena 

perbedaan kapasitas kelembagaan, ego sektoral, dan ketidakseimbangan distribusi 

peran. Rendahnya kualitas koordinasi ini berdampak langsung pada pelaksanaan 

teknis di tingkat kelurahan, menghambat pencapaian keberlanjutan dan replikasi 

praktik baik di wilayah lain, serta memperlemah konsistensi program secara 

keseluruhan. 
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Kondisi ini diperparah dengan waktu pelaksanaan yang singkat tiga bulan, pola 

kolaborasi yang belum optimal dan cenderung timpang antaraktor. Data laporan 

penataan kawasan kelurahan di Jakarta Timur tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa 

tingkat keterlibatan kelurahan dalam penataan kawasan mencapai 100%, terutama 

dalam aspek koordinasi administratif, pelaksana dan pengawasan lapangan, namun 

kontribusi dinas teknis hanya sebesar 46,50% dan bersifat fluktuatif, tergantung pada 

prioritas anggaran dan jadwal kerja sektoral masing-masing dinas. Sementara itu, 

partisipasi masyarakat seperti RT/RW dan PKK hanya sekitar 20%, yang umumnya 

terlibat pada tahap pelaksanaan fisik awal dan bersifat insidental. Keterlibatan aktor 

non-pemerintah lainnya juga sangat minim, dengan sektor swasta hanya menyumbang 

6,87%, instansi lain sebesar 0,75%, dan akademisi 0,75%, yang sebagian besar tidak 

terlibat sejak tahap perencanaan. Walaupun sempat terjadi peningkatan partisipasi 

pada pertengahan 2024 namun kontribusi para aktor ini tetap belum signifikan dan 

cenderung reaktif terhadap program yang sudah berjalan, bukan proaktif dalam inisiasi 

atau pengelolaan jangka panjang.  

Tabel 1. 3 Jumlah Dukungan Stakeholder Penataan Kawasan Berkelanjutan  

Kelurahan di Jakarta Timur 

 
Sumber: Laporan Walikota Jakarta Timur, 2023-2024 

 

Minimnya kolaborasi dalam aspek pemeliharaan pasca-penataan kawasan 

menjadi hambatan serius, terutama karena sebagian besar kawasan mengalami 

degradasi fungsi dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pembangunan. 

Absennya inovasi dari sektor akademik, yang seharusnya dapat menyumbang 

pendekatan berbasis bukti dan desain adaptif, serta rendahnya kontribusi sektor swasta 

dalam bentuk pendanaan, teknologi, atau pemanfaatan program Corporate Social 

I/2023 II/2023 III/2023 IV/2023 I/2024 II/2024 III/2024 IV/2024

1 Kelurahan (ASN, PPSU, Satpol, 

Bimas, Babinsa)

65 65 65 65 65 65 65 65

2 Dinas Teknis (Distamhut, KPKP, 

BM, SDA, dll)

47 48 55 53 45 34 40 50

3 Kelompok Masyarakat (RT, 

RW, PKK dll)

5 11 19 23 27 27 23 25

4 Swasta 2 18 10 8 7 3 4 3

5 Instansi Lain 0 0 4 1 0 1 0 0

6 Akademisi 1 2 1 0 0 1 0 1

Dukungan stakeholder No
Penataan kawasan Triwulan (jumlah kelurahan)
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Responsibility (CSR), menunjukkan bahwa ekosistem kolaboratif belum terbangun 

secara strategis (Utami, 2025). Padahal, dalam konteks penataan kawasan 

berkelanjutan, dukungan multiaktor yang aktif dan terstruktur merupakan prasyarat 

penting untuk memastikan keberlanjutan ruang publik sebagai ruang hidup warga kota. 

Di sisi lain, persepsi terhadap program penataan kawasan kelurahan masih 

terbatas, baik di kalangan akademisi, media, maupun praktisi, karena sering dipandang 

sebagai proyek berskala kecil yang kurang strategis dalam pembangunan kota secara 

makro (Utami, 2025). Akibatnya, perhatian terhadap program ini cenderung rendah, 

baik dari sisi advokasi kebijakan, penelitian ilmiah, maupun liputan publik. Padahal, 

sebagaimana dikemukakan oleh Rojas et al. (2016) dan Purnomo et al. (2021), 

rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan ruang publik justru dipengaruhi oleh 

pendekatan partisipatif yang masih bersifat normatif dan formalitas belaka, ditambah 

dengan minimnya akses informasi yang membuat masyarakat tidak merasa memiliki 

ruang tersebut. Kelembagaan lokal yang lemah, seperti peran RT/RW yang kurang 

aktif dan belum terlatih secara teknis, serta kurangnya kesesuaian program dengan 

kebutuhan nyata warga, turut memperburuk keterlibatan Masyarakat (Pemkot Jakarta 

Timur, 2025). Akibatnya, banyak ruang publik yang telah ditata kehilangan fungsi 

sosial, ekologis, dan estetika dalam waktu singkat, dengan tanda-tanda penurunan 

kualitas seperti tanaman mati, fasilitas rusak, dan area menjadi sepi aktivitas.  

Survei dari Jurnal Perkotaan Indonesia (2021) mencatat bahwa 66,8% warga 

Jabodetabek menginginkan lebih banyak RTH di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Temuan ini mencerminkan adanya potensi permintaan sosial yang tinggi terhadap 

akses RTH, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesempatan 

untuk bepergian keluar kota atau tidak dapat menikmati area bermain (playground) di 

pusat perbelanjaan. Tingginya harapan ini seharusnya menjadi dasar dalam merancang 

kawasan unggulan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga. Namun, apabila 

pengelolaan RTH tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, adaptif, dan 

berkelanjutan, maka manfaat sosial dan ekologisnya berisiko tidak tercapai secara 

optimal. Hal ini dapat menurunkan daya tarik ruang tersebut, membatasi intensitas 

penggunaan, serta menghambat terbentuknya ikatan emosional antara warga dan ruang 
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public, padahal fungsi utama RTH adalah sebagai ruang hidup bersama yang inklusif 

dan membangun kohesi sosial (Jurnal Perkotaan Indonesia, 2021). 

Sebagai respons atas berbagai tantangan penataan kawasan, Kelurahan Pisangan 

Baru menginisiasi model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan. Langkah ini 

diwujudkan melalui pembentukan tim lintas RW berbasis Surat Keputusan Lurah 

untuk mengoordinasikan pemeliharaan kawasan secara kolektif, pelaksanaan kerja 

bakti terpadu, pelibatan kader Poktan, serta pemanfaatan aplikasi digital JAKI sebagai 

kanal pelaporan dan monitoring. Namun, implementasi upaya tersebut masih 

menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kapasitas teknis kader dan belum 

terbentuknya forum pengelolaan yang efektif. Akibatnya, tata kelola kolaboratif yang 

diharapkan belum berjalan optimal dan belum terlembagakan secara menyeluruh. 

Kondisi ini menegaskan pentingnya transisi dari model penataan berbasis proyek 

menuju model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan yang lebih terstruktur, 

partisipatif, dan berkelanjutan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan analisis situasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan kawasan 

berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, terdapat sejumlah permasalahan 

kolaboratif yang saling terkait dan berdampak pada efektivitas serta keberlanjutan 

program. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Ketiadaan SOP dan Pedoman Teknis yang Terstandarisasi 

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis yang baku 

untuk pengelolaan pasca-penataan kawasan menyebabkan ketidakseragaman 

praktik pemeliharaan antarwilayah. Akibatnya, kualitas dan keberlanjutan ruang 

publik sangat bergantung pada inisiatif individu, sehingga rentan mengalami 

penurunan fungsi. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

Ketersediaan petugas PPSU dan SDM terkait tidak sebanding dengan pertumbuhan 

jumlah lokasi penataan kawasan. Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan 
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rutin seperti penyediaan pupuk, peralatan taman, dan sistem penyiraman menjadi 

hambatan utama menjaga kualitas kawasan. 

3. Fragmentasi Kewenangan dan Kompleksitas Birokrasi 

Proses birokratis yang panjang, serta belum terintegrasinya kewenangan antar-

instansi (baik dinas, kelurahan, hingga komunitas lokal), memperlambat 

pengambilan keputusan dan respon terhadap kebutuhan dinamis di lapangan, 

sehingga inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi tidak optimal. 

4. Lemahnya Kolaborasi Lintas Sektor 

Keterlibatan sektor swasta dan komunitas biasanya berhenti pada tahap awal 

perencanaan. Dukungan lanjutan, seperti CSR, transfer teknologi, maupun 

pelatihan, masih sangat minim, sehingga pemeliharaan kawasan tetap dominan 

mengandalkan pemerintah yang punya keterbatasan sumber daya. 

5. Ketimpangan Kapasitas Antar Aktor 

Perbedaan pengetahuan, kapasitas, dan pengalaman antara pemerintah, masyarakat, 

dan swasta memunculkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Padahal, 

esensi kolaborasi justru menuntut distribusi peran secara setara. 

6. Siklus Program yang Terlalu Singkat 

Mayoritas program penataan kawasan dilaksanakan dalam durasi singkat (sekitar 

tiga bulan), menyulitkan proses edukasi dan konsolidasi dengan warga. Alhasil, 

partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik dan tidak mampu menopang 

keberlanjutan. 

7. Minimnya Infrastruktur Dasar dan Sarana Penunjang 

Lokasi yang sempit, gersang, dan sulit diakses menjadi tantangan utama dalam 

realisasi desain kawasan serta pengelolaannya. Kurangnya infrastruktur dasar turut 

menghambat kenyamanan dan fungsionalitas ruang publik. 

8. Kurangnya Integrasi Antar Program 

Program penataan kawasan berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dengan 

inisiatif lain seperti urban farming, pengelolaan sampah, maupun edukasi 

lingkungan. Hal ini membuat potensi sinergi dan multiplikasi dampak belum 

tercapai. 
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9. Rendahnya Partisipasi Aktor Strategis 

Minimnya keterlibatan unsur strategis seperti akademisi, media, dan komunitas 

profesional menyebabkan program kurang terekspos serta belum mendapatkan 

penguatan dari ekosistem pendukung yang lebih luas. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses kolaborasi yang terbentuk dalam penataan kawasan 

berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru? 

2. Bagaimana model kolaborasi yang sesuai dalam kebijakan penataan kawasan 

berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis secara mendalam proses kolaborasi yang terbentuk dalam penataan 

kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, meliputi pemetaan pemangku  

kepentingan, identifikasi faktor penghambat dan pendorong, serta pola interaksi 

dan sinergi antar-aktor pada tingkat kelurahan. 

2. Merumuskan dan mengoptimalkan model kolaborasi penataan kawasan 

berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru sebagai dasar penyusunan rekomendasi 

strategis dan pengembangan model konseptual yang lebih efektif, sehingga dapat 

diimplementasikan dalam kebijakan penataan kawasan berbasis kolaborasi lintas 

sektor. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik 

administrasi pembangunan, khususnya dalam kebijakan kolaborasi lintas sektor 

untuk penataan kawasan berkelanjutan. Melalui model kolaborasi yang 

dirumuskan, penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan 

pembangunan daerah, terutama di konteks Kelurahan Pisangan Baru, Provinsi 

DKI Jakarta. Temuan penelitian diharapkan menjadi referensi akademis bagi 



15 
 

penelitian selanjutnya di bidang kebijakan publik dan manajemen pembangunan 

wilayah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik 

pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam meningkatkan proses dan 

kinerja kolaborasi untuk penataan kawasan kelurahan berkelanjutan. Model 

kolaborasi yang dihasilkan diharapkan menjadi solusi praktis untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang ada, meningkatkan sinergi antar-stakeholder, dan 

mendukung keberlanjutan kawasan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi 

pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Menjadi 

referensi bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan kolaboratif 

yang efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan kawasan 

berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru menghadapi sejumlah hambatan 

mendasar. Kelembagaan yang belum terintegrasi dan minimnya sinergi antar aktor 

menyebabkan proses koordinasi berjalan tidak optimal. Kompleksitas birokrasi dan 

belum terhubungnya indikator kinerja (KPI) antar dinas teknis berkontribusi pada 

lambatnya pengambilan keputusan dan inkonsistensi pelaksanaan program. 

Ketidakadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pedoman teknis yang 

terimplementasi di semua lini menimbulkan perbedaan dalam standar kerja di 

lapangan, sehingga hasil penataan kawasan sulit dipertahankan dalam jangka 

panjang. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan 

banyak kebutuhan pemeliharaan tidak terakomodasi, sementara perencanaan yang 

belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan aktual kawasan dan fasilitas pendukung 

yang terbatas memperbesar risiko kerusakan atau penurunan kualitas kawasan 

setelah program dilaksanakan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan 

penataan kawasan sangat bergantung pada perbaikan tata kelola kolaborasi, 

peningkatan kapasitas aktor, dan penguatan dukungan sumber daya di tingkat 

kelurahan. 

Di tengah berbagai kendala dalam kolaborasi, penelitian ini menemukan 

sejumlah peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola 

penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru. Salah satu inovasi 

yang diidentifikasi adalah pemanfaatan instrumen digital seperti aplikasi PINTAR 

yang mampu mempercepat koordinasi lintas sektor, memudahkan monitoring, serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program penataan 

kawasan. Selain itu, evaluasi penataan kawasan sebagai scorecard Lurah Camat dan 

apresiasi bagi penataan kawasan terbaik dari Gubernur. Penelitian ini juga mencatat 

adanya perkembangan positif berupa munculnya komunitas pengelola kawasan yang 
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dibentuk melalui penerbitan SK kelompok pengelola. Inisiatif regulasi ini menandai 

pergeseran paradigma dari model pengelolaan yang sentralistik ke arah pengelolaan 

yang lebih partisipatif dan inklusif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kawasan. 

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan model 

kolaborasi penataan kawasan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola 

kolaboratif, seperti collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), fleksibilitas 

pengelolaan sumber daya (Agranoff & McGuire, 2003), integrasi vertikal dan 

horizontal lintas aktor (Weber et al., 2005), serta penerapan monitoring dan evaluasi 

berbasis dampak (Bryson et al., 2006). Model ini tidak hanya memperkuat kerangka 

konseptual tata kelola kawasan melalui nilai-nilai partisipasi aktif, transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan, tetapi juga mampu merespons tantangan 

kontekstual di Kelurahan Pisangan Baru. Lebih jauh, pendekatan ini menekankan 

pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, 

dan evaluasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. 

Hasilnya, model ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga dapat direplikasi 

untuk penguatan tata kelola kawasan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di 

berbagai wilayah urban. Adopsi model ini tetap memperhatikan konteks spasial dan 

sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam 

mendukung program pemerintah. 

Penelitian ini merumuskan sejumlah strategi implementatif dalam model 

kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara langsung 

oleh Lurah dan Camat. Pertama, Lurah dan Camat perlu menyusun SOP dan 

pedoman teknis kolaboratif yang jelas serta mudah diterapkan, sehingga menjadi 

acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan. Kedua, 

perencanaan dan penganggaran harus mengutamakan respons terhadap kebutuhan riil 

di lapangan, didukung oleh strategi pemeliharaan kawasan dengan prinsip minimal 

maintenance–maximum benefit guna memastikan efisiensi dan keberlanjutan. 

Ketiga, sistem evaluasi perlu diperkuat dengan mengintegrasikan data internal dan 

eksternal secara optimal, termasuk pemanfaatan aplikasi digital seperti JAKI dan 
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PINTAR, agar proses monitoring dan evaluasi berlangsung lebih objektif, transparan, 

dan berkesinambungan. Keempat, pengembangan skema insentif, baik bagi 

masyarakat maupun stakeholder lain, menjadi langkah penting untuk meningkatkan 

partisipasi aktif serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap ruang publik. Kelima, 

pemberdayaan komunitas melalui penguatan legalitas melalui SK lurah, serta 

pengembangan sinergi lintas program seperti TOGA dan urban farming, turut 

mendukung terciptanya tata kelola kawasan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan 

penerapan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tata kelola kawasan di tingkat 

kelurahan dapat menjadi lebih transparan, efektif, dan siap menghadapi berbagai 

tantangan perkotaan yang terus berkembang. 

 

B. Saran 

Berikut saran yang merupakan tindak lanjut dari simpulan penelitian mengenai 

model kolaborasi kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan 

Baru, DKI Jakarta, antara lain: 

1. Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi dan 

Tata Laksana, Bappeda, dan dinas teknis (Distamhut, SDA, DKPKP, Bina 

Marga), perlu segera menyusun dan menetapkan SOP serta pedoman teknis 

penataan kawasan secara lintas sektor di level provinsi. Proses ini harus 

melibatkan Lurah, Camat, dan perangkat kelurahan, dimulai dari pengumpulan 

praktik baik dan evaluasi kegiatan lapangan, lalu dilakukan uji coba teknis. 

Dokumen final disahkan secara lintas sektoral dan digunakan sebagai acuan resmi 

untuk memastikan standar pelaksanaan yang seragam, transparan, dan akuntabel 

di semua wilayah. 

2. Perbaikan jadwal perencanaan dan penganggaran penataan kawasan sangat 

penting dilakukan, mengingat proses penganggaran dan keuangan merupakan 

kewenangan Bappeda (Badan Perencanaan Pembanguan Daerah) dan BPKD 

(Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Lurah dan Camat, bersama RT/RW, 

PKK, dan perwakilan masyarakat, perlu menyusun rencana penataan kawasan 

secara tahunan sebelum tahun anggaran berjalan, berdasarkan kebutuhan spasial 
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riil di kelurahan. Usulan program dari kelurahan harus diinput ke sistem 

perencanaan Bappeda, sementara usulan penatapan lokasi penataan oleh 

Lurah/Camat juga diajukan lebih awal ke Biro Tata Pemerintahan untuk 

penetapannya menjadi SE Sekda. Selanjutnya, Walikota atau Bupati 

mengkoordinasikan untuk pelaksanaan penataan kawasan dan pengalokasian dana 

dapat dilaksankan mulai dari bulan Maret, sehingga perencanaan dan anggaran 

dapat berjalan lebih responsif, tepat sasaran, dan terintegrasi antar sektor. 

3. Dinas teknis terkait (Distamhut, Bina Marga, DSDA, DKPKP) wajib 

mengintegrasikan program penataan kawasan ke dalam indikator kinerja utama 

(output dan outcome) setiap tahun. Sekretariat Daerah berperan sebagai 

koordinator lintas dinas melalui forum perencanaan bersama, memastikan tugas-

tugas terdistribusi sesuai kewenangan dan capaian dievaluasi secara rutin. Dengan 

integrasi ini, setiap SKPD terdorong lebih bertanggung jawab dan kolaboratif 

dalam mendukung penataan kawasan berkelanjutan. 

4. Lurah dan Camat, bersama PKK, DKPKP, Puskesmas, Posyandu, dan RT/RW, 

perlu mendorong setiap dinas dan perangkat terkait untuk lebih aktif memetakan 

serta menyelaraskan program yang ada. DKPKP fokus pada Urban Farming dan 

pembinaan Poktan, Puskesmas dan Posyandu pada edukasi kesehatan berbasis 

TOGA dan Asman Toga, sementara PPAPP PKK pada Hatinya PKK. Seluruh 

program ini perlu diintegrasikan melalui rencana terpadu lintas aktor, sehingga 

pelaksanaan berbasis kelompok kerja komunitas di kelurahan dapat mencegah 

tumpang tindih, memperkuat sinergi, dan mengoptimalkan hasil penataan 

kawasan secara berkelanjutan. 

5. Lurah didorong untuk mengidentifikasi dan membentuk kelembagaan lokal 

berbasis SK, seperti Poktan, Proklim, dan Asman Toga, bersama Forum RW, 

dengan memasukkan unsur dinas terkait (DKPKP dan DLH) ke dalam struktur 

kelembagaan tersebut. Dinas terkait bertanggung jawab memberikan pelatihan 

teknis di bidang pertanian perkotaan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan 

ruang hijau produktif, sehingga kapasitas kelompok semakin meningkat. Untuk 

menjaga keberlanjutan, kelompok ini diberikan insentif, misalnya melalui lomba 
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inovasi pengelolaan tingkat kelurahan. Seluruh proses dikoordinasikan secara 

kolaboratif dengan melibatkan PKK, RT/RW, dan LMK, agar partisipasi 

masyarakat semakin luas, aktif, dan berdampak nyata bagi penataan kawasan 

berkelanjutan. 

6. Kelurahan dan RT/RW, bersama kecamatan dan dinas terkait, perlu 

mengembangkan skema insentif untuk mendorong peran aktif akademisi dan 

swasta. Akademisi diberi sertifikat pengabdian masyarakat atas kontribusi 

edukatif atau teknis, sedangkan swasta dapat memperoleh izin kegiatan atau 

promosi di taman hasil penataan dengan tetap menjaga keberlanjutan. Semua 

bentuk insentif diformalkan melalui surat kerja sama, dan pelaksanaannya diawasi 

Lurah dan perangkat wilayah untuk menjamin transparansi serta keberlanjutan. 

7. Penguatan kapasitas Lurah dan Camat melalui pelatihan kepemimpinan 

kolaboratif dan teknis penataan kawasan sangat penting untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. BPSDM Provinsi mengundang Lurah dan Camat 

mengikuti pelatihan berbasis studi kasus dari Biro Tata Pemerintahan, dengan 

materi manajemen lintas sektor, kepemimpinan kolaboratif, dan perencanaan 

kawasan. Setelah pelatihan, pendampingan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan 

agar implementasi kebijakan berjalan efektif di wilayah masing-masing. 

8. Penelitian ke depan sebaiknya dilakukan secara jangka panjang dengan memantau 

implementasi model kolaborasi lintas sektor setiap tahun, agar dampaknya 

terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat dapat terlihat jelas. 

Perbandingan dengan kelurahan lain juga penting untuk menguji replikabilitas 

model. Selain itu, studi tentang pemanfaatan aplikasi digital seperti JAKI dan 

PINTAR diperlukan untuk menilai efektivitas teknologi dalam meningkatkan 

transparansi dan responsivitas tata kelola kawasan. Karena penelitian sebelumnya 

masih bersifat kualitatif, riset kuantitatif berbasis data angka diperlukan untuk 

memperkuat dan menguji temuan secara objektif. Seluruh agenda riset ini saling 

terkait sebagai fondasi utama efektivitas dan keberlanjutan model kolaborasi 

penataan kawasan. 
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